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Abstract. This study aims to analyze the performance of village officials in providing public services to the
community in Sungai Purun Kecil Village, Sungai Pinyuh District, Mempawah Regency, based on Law Number
25 of 2009. The approach used was a normative qualitative approach with descriptive methods, collecting data
through interviews, observation, and documentation. The results indicate that village officials have implemented
administrative and social services in accordance with public service principles. However, there are obstacles in
the aspects of information transparency, timeliness, and work discipline that affect the speed and quality of
service. The human resource capacity of village officials also needs to be improved through training and
competency development. This study recommends improving discipline, providing easily accessible information
media, and increasing community participation in service performance evaluation as strategies to improve the
quality of village public services. Thus, this research contributes to the development of effective and sustainable
village public service governance.

Keywords: Application Performance; Competency Development,; Information Transparency; Public Services,
Village Apparatus

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat di Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan metode
deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perangkat desa telah melaksanakan pelayanan administratif dan sosial sesuai prinsip layanan publik, namun
terdapat kendala pada aspek keterbukaan informasi, ketepatan waktu, dan disiplin kerja yang memengaruhi
kecepatan dan kualitas pelayanan. Kapasitas sumber daya manusia aparatur desa juga perlu ditingkatkan melalui
pelatihan dan pengembangan kompetensi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan disiplin, penyediaan
media informasi yang mudah diakses, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi kinerja pelayanan
sebagai strategi meningkatkan mutu pelayanan publik desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan
kontribusi pada pengembangan tata kelola pelayanan publik desa yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kkunci: Aparatur Desa; Keterbukaan Informasi; Kinerja Perangkat; Pelayanan Publik; Pengembangan
Kompetensi

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peranan penting dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia,
pelayanan publik diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kewajiban negara
untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara adil dan bermartabat (UU No. 1945). Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi dasar hukum strategis yang mengatur penyelenggaraan
pelayanan publik dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas demi memenuhi hak-
hak masyarakat atas barang, jasa, dan layanan administratif (UU No. 25 Tahun 2009).

Meskipun menjadi kewajiban negara, implementasi pelayanan publik di tingkat desa

masih menunjukkan berbagai kendala yang menghambat pencapaian kualitas optimal. Studi
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terdahulu mengindikasikan bahwa kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik
masih rendah dalam aspek profesionalisme, ketepatan waktu, serta keterbukaan informasi,
yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat (Yuliza Firta, 2021; Ardiyana et al., 2024). Hal
ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi pelayanan publik dan praktik
pelaksanaannya di lapangan.

Kondisi tersebut menjadi permasalahan kritis mengingat desa merupakan ujung tombak
pelayanan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah
desa diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk menyelenggarakan tata
kelola publik yang transparan dan akuntabel, namun kapasitas dan kompetensi aparatur desa
masih belum memadai, baik dari sisi pendidikan maupun kedisiplinan kerja (UU No. 6 Tahun
2014; Syukuri dalam Sartika, 2023).

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja perangkat desa dalam pelayanan publik, khususnya dalam implementasi
asas-asas pelayanan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009. Penelitian ini sangat relevan
secara praktis untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan desa demi kesejahteraan
masyarakat serta secara ilmiah untuk mengisi kekurangan studi sebelumnya terkait
pelaksanaan prinsip-prinsip pelayanan publik di tingkat desa.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis kinerja perangkat desa dalam
memberikan pelayanan publik pada masyarakat di Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan
Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah. Fokus analisis diarahkan pada implementasi enam asas
pelayanan publik yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, keprofesionalan, keterbukaan,
ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan (UU No. 25 Tahun 2009,
Pasal 4).

Kontribusi artikel ini terletak pada penyajian kajian empiris yang mendetail mengenai
kondisi pelayanan publik di tingkat desa berdasarkan standar hukum nasional terkini.
Penelitian ini memberikan rekomendasi konkrit untuk perbaikan kapasitas SDM perangkat
desa dan penguatan sistem informasi pelayanan sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan kepada masyarakat luas.

Lebih jauh, studi ini memperkaya khasanah ilmu manajemen publik dan administrasi
desa dengan pendekatan normatif kualitatif yang menggali realitas lapangan serta perspektif
para pemangku kepentingan di desa. Penelitian ini juga mempertajam pemahaman tentang
dinamika pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks pemberdayaan pemerintahan desa

yang profesional.
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Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan,
akademisi, dan praktisi pemerintahan desa untuk merumuskan kebijakan peningkatan kualitas
pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum yang

berlaku.

2. KAJIAN TEORITIS

Pelayanan publik adalah keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan hak warga negara atas barang publik, jasa publik, dan layanan
administratif (UU No. 25 Tahun 2009). Dalam konteks pemerintahan desa, pelayanan publik
menjadi aspek penting karena desa adalah unit pemerintahan terendah yang langsung melayani
masyarakat secara langsung dan akrab dengan kebutuhan lokal (Undang-Undang No. 6 Tahun
2014). Desa memiliki hak otonomi khusus yang memungkinkan pengaturan sendiri urusan
pemerintahannya termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (Ombudsman, 2021) namun tetap di bawah pengawasan pemerintah
kabupaten dan provinsi.

Menurut UU No. 25 Tahun 2009, penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan
kepentingan umum, kepastian hukum, keprofesionalan, keterbukaan, ketepatan waktu,
kemudahan akses, dan akuntabilitas. Asas-asas ini menjadi tolok ukur kualitas dan efektivitas
pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat desa sebagai pelaksana pelayanan bagi
masyarakat (UU No. 25 Tahun 2009, Pasal 4). Namun dalam praktiknya, pelayanan publik di
desa sering mengalami berbagai hambatan seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia
aparatur desa, lemahnya disiplin kerja, dan belum optimalnya sistem administrasi pelayanan
(Yuliza Firta, 2021; Ardiyana et al., 2024).

Kinerja perangkat desa dalam melaksanakan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh
kemampuan teknis, keterampilan interpersonal, dan kapasitas konseptual yang dimiliki oleh
aparatur. Faktor kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, serta rekruitmen yang baik menjadi
prasyarat utama optimalisasi kinerja aparatur desa (Syukuri dalam Sartika, 2023). Selain itu,
pembinaan berkelanjutan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten maupun lembaga
perwakilan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pelayanan
publik desa (Ombudsman, 2021).

Pelayanan publik yang efektif di tingkat desa tidak hanya berdampak pada kepuasan
masyarakat, tetapi juga sangat berkontribusi pada pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa itu sendiri. Desa yang mampu memberikan pelayanan publik berkualitas akan

menunjang terciptanya kesejahteraan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah



Analysis of Village Apparatus Performance in Providing Public Services to the Community Based on
Law No. 25 of 2009

desa (Musdi et al., 2023). Oleh karena itu, kelangsungan peningkatan kualitas pelayanan publik
desa harus menjadi fokus utama kebijakan pemerintah desa dan pengawasan pemerintah
daerah.

Pelayanan publik desa merupakan subsistem pemerintahan yang berperan penting dalam
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015, perangkat desa termasuk sekretaris desa,
pelaksana teknis, dan kepala urusan kewilayahan bertugas memberikan pelayanan administratif
dan teknis yang mendukung kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
(Pemendagri, 2015). Kinerja mereka sangat menentukan kualitas pelayanan yang dirasakan
oleh masyarakat.

Di samping aspek administratif, dimensi kualitatif pelayanan seperti responsivitas,
empati, dan interaksi sosial yang humanis juga menjadi penentu utama keberhasilan pelayanan
publik di desa (Gresik, 2023). Kualitas pelayanan yang bersifat inklusif dan menghargai
keberagaman masyarakat mencerminkan implementasi asas non-diskriminatif dan partisipatif
sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2009.

Konsep manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam pelayanan publik desa juga
relevan untuk meningkatkan kinerja aparatur desa. MSDM meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pengembangan kompetensi, dan pengawasan agar sumber daya manusia
dapat digunakan secara efektif dan profesional (Irma Yuliani, 2023). Pendidikan dan pelatihan
berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur
desa agar mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.

Faktor-faktor seperti lingkungan kerja yang mendukung, kebijakan remunerasi, serta
dukungan teknologi informasi menjadi pendukung penting dalam peningkatan kapasitas
aparatur desa untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terjangkau (Igbal Setiawan,
2024; Ombudsman, 2021). Dengan demikian, kualitas pelayanan publik desa dapat menjadi

indikator utama pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif
deskriptif, yang dipilih karena efektif untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sosial
dalam konteks alamiah pelayanan publik di tingkat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 serta aspek hukum dan kinerja aparatur desa (Sugiyono, 2020; UU No. 25

Tahun 2009). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai
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Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pada bulan Oktober 2024, yang merupakan waktu pengamatan
langsung terhadap kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan publik.

Instrumen penelitian terdiri atas panduan wawancara semi-terstruktur yang digunakan
untuk memperoleh data kualitatif dari aparatur desa dan masyarakat sebagai responden utama,
observasi langsung di kantor desa, serta dokumentasi tertulis berupa peraturan dan laporan
kegiatan pelayanan publik. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dengan
membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan media dokumentasi
(Miles & Huberman, 2014). Indikator yang digunakan mencakup asas-asas pelayanan publik
sebagaimana diatur oleh UU No. 25 Tahun 2009, seperti keprofesionalan, ketepatan waktu,
keterbukaan, dan kecepatan pelayanan.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif interaktif, yang melibatkan
proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan berulang
sehingga memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles &
Huberman, 2014). Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak analisis data kualitatif
untuk mempermudah pengelolaan dan pengorganisasian data penelitian.

Metode ini memberikan pendekatan komprehensif dalam menggambarkan dan
menganalisis kinerja perangkat desa dalam pelayanan publik, sehingga hasil penelitian dapat
mencerminkan kondisi nyata dan menjadi dasar bagi rekomendasi perbaikan manajemen

pelayanan di desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Perangkat Desa dalam Aspek Pelayanan Administratif dan Prosedural
Penelitian mengungkapkan bahwa perangkat desa di Desa Sungai Purun Kecil telah
melaksanakan pelayanan administratif sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kepala Desa Zainol Bahri menegaskan bahwa perangkat desa
memiliki pembagian tugas yang jelas dan saling membantu ketika diperlukan untuk
memperlancar pelayanan, “Kami berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin
dengan pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dan mempercepat proses
pelayanan kepada masyarakat.” Kondisi ini mencerminkan adanya pemahaman yang baik
terhadap struktur organisasi desa sebagai fondasi pelaksanaan pelayanan publik.
Sekretaris Desa, Nurdin, menambahkan bahwa pelaksanaan pelayanan didasarkan pada
asas kepastian hukum, dengan pedoman dan regulasi yang jelas, “Setiap kegiatan pelayanan

mengacu pada aturan yang berlaku, terutama UU No. 25 Tahun 2009 sehingga pelaksanaan
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tugas perangkat desa berjalan secara sistematis dan legal.” Hal ini memperkuat legitimasi dan
standar operasional pelayanan publik yang dijalankan di kantor desa.

Meskipun sistem pelayanan telah berjalan sebagaimana mestinya, masih ditemukan
kendala terkait kurangnya panduan tertulis yang memudahkan masyarakat memahami prosedur
pelayanan. Murniati, seorang warga, menyatakan kesulitannya dalam mengakses informasi
pelayanan, “Kadang saya bingung soal persyaratan pembuatan surat karena tidak ada petunjuk
tertulis, sehingga harus bolak balik ke kantor desa.” Hal ini menunjukkan perlunya inovasi
berupa media informasi seperti pamflet atau pengumuman tertulis untuk mendukung
transparansi dan kemudahan akses.

Aspek ketepatan waktu dalam pelayanan administratif masih menjadi tantangan, di mana
perangkat desa sering mengalami keterlambatan dalam proses penyelesaian permohonan
masyarakat. Izzalul Lailatul Qamariah mengungkapkan pengalamannya, “Pelayanan di desa
bagus, namun saya sering mengalami keterlambatan dalam penyelesaian administrasi, padahal
syarat sudah lengkap.” Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen waktu
dan beban kerja perangkat desa yang harus segera diatasi.

Selain itu, disiplin kerja perangkat desa menjadi faktor penting yang mempengaruhi
kelancaran pelayanan. Nuraini menyebutkan, “Jam buka kantor desa tidak selalu konsisten,
sehingga terkadang saya datang pagi tapi kantor belum buka.” Permasalahan disiplin ini
berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dan menghambat pemberian pelayanan yang
optimal.

Secara umum, kinerja pelayanan administratif perangkat desa sudah berjalan cukup baik
sesuai tugas yang diamanatkan, tetapi perlu penguatan dalam aspek komunikasi dan disiplin
kerja agar pelayanan semakin responsif dan memuaskan masyarakat. Penguatan sistem
informasi dan monitoring internal yang rutin dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja
ini.

Penemuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa
pelayanan publik desa membutuhkan penguatan manajemen internal, pelatihan perangkat desa,
dan penyediaan media informasi yang memadai agar pelayanan administratif dapat berjalan
lancar, efektif, dan efisien (Nadiffa Nizaul Nailufari dan Susi Fitria Dewi, 2024; Irmania
Rambu Nggiri, 2024).

Kinerja Perangkat Desa dalam Aspek Pelayanan Sosial dan Responsivitas kepada
Masyarakat
Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kedua. Selain aspek administratif, kinerja

perangkat desa juga difokuskan pada kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan sosial
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yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan
warga, perangkat desa dinilai responsif dan etis dalam melayani masyarakat, seperti dituturkan
Abdurrahman, ‘“Mereka cepat tanggap dan sangat bertanggung jawab terhadap tugas
pelayanan, sehingga saya merasa sangat terbantu.” Ini menandakan bahwa sikap profesional
dan komunikasi interpersonal perangkat desa menjadi modal utama dalam membangun trust
publik.

Namun, kapasitas sumber daya manusia yang sebagian besar berlatar belakang
pendidikan menengah atas membatasi kemampuan teknis perangkat desa. Kepala Desa Zainol
Bahri mengungkapkan kendala tersebut, “Sebagian besar perangkat desa kami masih lulusan
SMA sehingga perlu pelatihan peningkatan kapasitas agar dapat memberikan pelayanan secara
profesional dan sesuai standar.” Hal ini menunjukkan kebutuhan pelatihan berkala dan
pengembangan kompetensi sebagai titik krusial dalam peningkatan kinerja pelayanan sosial.

Responsivitas terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat juga menjadi ukuran penting
kinerja perangkat desa. Penyampaian warga Nuriyeh, “Walaupun tidak dipersulit dalam
layanan, tapi kadang penyelesaiannya lambat karena perangkat desa tidak selalu siap,”
mencerminkan tantangan dalam kecepatan proses pelayanan sosial, yang dapat menimbulkan
kecemasan dan ketidakpuasan masyarakat jika tidak segera diperbaiki.

Lebih jauh, perangkat desa perlu mengoptimalkan keterbukaan informasi agar
masyarakat dapat mengakses pelayanan secara mandiri dan efisien. Hal ini sejalan dengan
aspirasi warga Murniati tentang kurangnya panduan tertulis, yang jika diperbaiki dapat
mengurangi beban perangkat dan mempercepat pelayanan.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja pelayanan sosial memerlukan
perhatian terhadap aspek pelatihan sumber daya manusia, penguatan sistem komunikasi
internal dan eksternal, serta pengembangan media informasi publik. Implementasi teknologi
informasi seperti aplikasi pelayanan desa menjadi opsi strategis yang didukung oleh penelitian
Andika Eka Prasetya (2024).

Pendekatan manajemen berbasis masyarakat berupa pelibatan warga dalam evaluasi
kinerja aparatur juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial desa sekaligus
mengakselerasi pemberdayaan sosial dan pembangunan berkelanjutan (Musdi et al., 2023).

Dengan demikian, pelayanan sosial dan responsivitas perangkat desa harus terus
ditingkatkan melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan inovasi dalam penyampaian
informasi agar memenuhi harapan masyarakat serta mendukung pembangunan desa secara
keseluruhan.

Pembahasan



Analysis of Village Apparatus Performance in Providing Public Services to the Community Based on
Law No. 25 of 2009

Penelitian ini menegaskan bahwa kinerja perangkat desa dalam memberikan pelayanan
publik di Desa Sungai Purun Kecil telah menunjukkan pencapaian signifikan dalam aspek
administratif dan sosial. Pelayanan administratif yang berjalan sesuai dengan regulasi,
khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, membuktikan bahwa perangkat desa
mampu mematuhi asas kepastian hukum dan pembagian tugas yang efektif. Namun,
keterbukaan informasi dan ketepatan waktu menjadi tantangan utama yang perlu diperbaiki
guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan
bahwa kurangnya panduan tertulis dan disiplin kerja yang belum optimal berdampak pada
keterlambatan pelayanan dan kebingungan masyarakat, sesuai temuan dalam kajian
sebelumnya (Nadiffa Nizaul Nailufari dan Susi Fitria Dewi, 2024; Irmania Rambu Nggiri,
2024).

Dari sisi pelayanan sosial, perangkat desa dinilai responsif dan profesional oleh
masyarakat, meskipun kapasitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan melalui
pelatihan dan pengembangan kompetensi. Faktor responsivitas terhadap aspirasi warga dan
kemampuan berkomunikasi menjadi kunci dalam membangun hubungan yang harmonis dan
meningkatkan kualitas layanan. Namun, kecepatan layanan dan penggunaan media informasi
yang kurang maksimal menjadi hambatan yang memerlukan inovasi, termasuk pemanfaatan
teknologi informasi sebagai solusi strategis sesuai rekomendasi studi Andika Eka Prasetya
(2024). Partisipasi masyarakat dalam evaluasi kinerja aparatur juga berpotensi memperkuat
pemberdayaan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan ini menggambarkan bahwa meskipun perangkat desa Sungai
Purun Kecil telah menjalankan peran pelayanan publik secara baik, optimalisasi pelayanan
melalui peningkatan disiplin, pengembangan sumber daya manusia, serta penggunaan media
informasi dan teknologi tetap menjadi agenda penting untuk mewujudkan pelayanan publik
yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan manajemen
pelayanan publik yang holistik dan berbasis community engagement akan memperkokoh
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus menumbuhkan kepercayaan dan

kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan utama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja perangkat desa Sungai Purun Kecil dalam
memberikan pelayanan publik telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, khususnya dalam hal pembagian tugas yang jelas,
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kepastian hukum, dan sikap profesional aparatur desa. Namun, masih terdapat kelemahan
signifikan pada aspek keterbukaan informasi, ketepatan waktu pelayanan, dan disiplin kerja
perangkat desa yang mengakibatkan keterlambatan layanan dan kebingungan masyarakat
dalam mengakses pelayanan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia perangkat desa perlu
terus dikembangkan untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik secara
menyeluruh. Dengan demikian, kinerja perangkat desa telah memberikan kontribusi positif
bagi masyarakat, namun masih memerlukan perbaikan untuk mencapai pelayanan yang
optimal, responsif, dan memuaskan.
Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah
sebagai berikut: Pertama, perangkat desa perlu meningkatkan disiplin kerja terutama dalam hal
jam operasional kantor agar pelayanan publik dapat berjalan tepat waktu dan efektif. Kedua,
pemerintah desa hendaknya menyediakan media informasi yang jelas dan mudah diakses,
seperti panduan tertulis atau sarana komunikasi berbasis teknologi, guna mempermudah
masyarakat dalam memahami prosedur pelayanan. Ketiga, pelatthan dan pengembangan
kapasitas sumber daya manusia aparatur desa harus diintensifkan untuk meningkatkan
kemampuan teknis dan profesionalisme dalam memberikan layanan. Keempat, upaya
peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi kinerja pelayanan perlu dilakukan guna
memperkuat akuntabilitas dan keterlibatan komunitas dalam pembangunan desa. Saran-saran
ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa serta mendukung

terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berkelanjutan.
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